
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

 

NOMOR  9 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN 

AKTA CATATAN SIPIL  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KARANGASEM, 

 

Menimbang  : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 

yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 

 

  b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 12 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi 

Managemen Kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem 

perlu ditinjau kembali; 

 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian 

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;  

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

    

   

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

 

dan 

 

BUPATI KARANGASEM 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA 

CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa dan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan Perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi. 

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. 

8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 

bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 
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9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 

10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 

11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Warga Negara Asing atau Orang Asing yang berada 

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Masuk serta 

Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang. 

12. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Warga Negara Asing atau Orang Asing yang berada 

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Masuk serta 

Izin Tinggal Terbatas dari  Instansi yang berwenang. 

13. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang 

bertempat Tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat 

Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). 

14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata penduduk, Pencatatan atas Pelaporan 

Peristiwa Kpendudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Aministrasi Kependudukan 

serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan 

kependudukan. 

15. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan 

seseorang pada Buku Register yang disediakan oleh Badan/Dinas/Kantor Pemerintah 

Kabupaten bagi setiap penduduk sebagai dasar dibuatnya kutipan atau salinan Akta 

otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya. 

16. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang 

memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta   identitas 

anggota keluarga. 

17. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk  

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh 

wilayah  Negara Kesatuan  Republik Indonesia.  

18. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang 

menyelenggarakan pencatatan sipil. 

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

 

 

 

BAB II 

 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

 

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 
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Pasal 3 

 

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

adalah pelayanan : 

a. kartu tanda penduduk; 

b. kartu identitas penduduk sementara; 

c. kartu keluarga, dan 

d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan 

pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. 

 

 

Pasal 4 

 

(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati pelayanan Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil. 

 

(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

adalah orang pribadi yang menggunakan/ menikmati pelayanan Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

 

 

 

BAB III 

 

GOLONGAN RETRIBUSI 

 

Pasal 5  

 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah 

termasuk  golongan Retribusi Jasa Umum. 

 

 

 

BAB IV 

 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  

 

Pasal 6 
 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan tingkat penggunaan 

blangko cetak Kartu Tanda Penduduk serta bentuk pelayanan Akta Catatan Sipil. 

 

 

 

BAB V 

 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF  

 

Pasal 7 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Capil adalah untuk menutup biaya pencetakan dan pengadministrasian 

Kartu Tanda Penduduk serta menutup biaya pelayanan Akta Catatan Sipil.  
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BAB VI 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  

 

Pasal 8 

 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan 

aspek keadilan. 

 

(2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah untuk pengadaan blangko cetak. 

 

(3) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

berkaitan dengan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari pelayanan di 

dalam kantor dan di luar kantor.  

   
 

    Pasal 9 
 

Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

ditetapkan sebagai berikut : 
 

No Jenis Pelayanan 

Bentuk Pelayanan 

Di dalam kantor Di luar kantor 

WNI (Rp) WNA (Rp) WNI (Rp) WNA (Rp) 
 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu Tanda Penduduk  

Kartu Identitas Penduduk 

Sementara: 

-   Penduduk Pendatang luar     

Propinsi Bali 

-   Penduduk Pendatang dalam 

Propinsi Bali  

Kartu Keluarga 

Akta Catatan Sipil : 

a. Akta Perkawinan 

- Pencatatan tidak terlambat 

- Pencatatan terlambat 

- Kutipan kedua dan seterusnya 

- Salinan Akta Perkawinan  

- Pencatatan pelaporan akta 

   tepat waktu 

- Pencatatan Pelaporan akta 

lewat waktu 

 

c. Akta Perceraian 

- Pencatatan tepat waktu 

- Pencatatan lewat waktu 

- Kutipan kedua dan seterusnya 

- Salinan akta perceraian 

 

d. Akta Pengesahan dan  

    Pengakuan Anak 

- Pencatatan pengakuan anak 

 

 

 

- 

 

 

100.000 

 

10.000 

 

5.000 

 

 

28.000 

48.000 

16.000 

60.000 

 

20.000 

 

40.000 

 

 

50.000 

100.000 

50.000 

60.000 

 

 

 

50.000 

 

 

 

- 

 

 

200.000 

 

- 

 

10.000 

 

 

80.000 

130.000 

60.000 

120.000 

 

40.000 

 

80.000 

 

 

100.000 

200.000 

100.000 

120.000 

 

 

 

100.000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

58.000 

108.000 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

130.000 

230.000 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 


